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ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha
Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan
dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Waijib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263), UU 39
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 11 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 245,
TLN No. 6573), PP 37 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 122, TLN No. 6234), Perpres 57 Tahun 2020
(LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.
1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi Waijib Pajak yang melakukan usaha di bidang pertambangan
mineral ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk
pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya melalui badan/lembaga tertentu.
Pengeluaran dalam bentuk sumbangan dan/atau biaya meliputi sumbangan dalam rangka
penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional
yang disampaikan melalui badan penanggulangan bencana atau lembaga/pihak yang telah
mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang, sumbangan dalam rangka penelitian dan
pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan
di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan,
sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang
disampaikan melalui lembaga pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang
merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan suatu atau
gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan
olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang merupakan biaya yang dikeluarkan
untuk keperluan penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum termasuk di bidang
kesehatan dan bersifat nirlaba melalui lembaga yang bergerak di bidang pembinaan dan
pengembangan masyarakat. Pelibatan pemerintah pusat oleh lembaga pengumpul sumbangan
dilakukan dengan cara menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul
sumbangan berdasarkan program kebijakan pemerintah pusat, sesuai dengan program kebijakan
Kementerian atau Lembaga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelibatan pemerintah daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan dilakukan dengan cara
menyesuaikan program penyaluran sumbangan lembaga pengumpul sumbangan berdasarkan
program kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan. Wajib Pajak pemberi sumbangan wajib melaporkan tanda bukti penerimaan sumbangan
dan/atau biaya kepada Direktur Jenderal Pajak. Pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan



dilakukan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan. Pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah oleh lembaga pengumpul sumbangan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang
Usaha Pertambangan Mineral sampai dengan 31 Desember 2021 dianggap terpenuhi.

CATATAN : - Ketentuan pelaporan tanda bukti penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
berlaku mulai 1Januari 2022.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Juni 2021 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni
2021.

- Lampiran: halaman 11-14.



